
KETUA MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor 2-144/KMA/SK/VIIl/2022 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa ketentuan dalam Keputusan Ketua

Mahkarnah Agung Nomor

1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan lnformasi di Pengadilan sudah 

tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta 

kebutuhan agar sesuai dengan standar 

pelayanan informasi; 

b. bahwa berdasarkan pertim bang an 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

mempertimbangkan asas efektif dan efisien, 

perlu menetapkan Keputusan Ketua 

Mahkarnah Agung tentang Standar Pelayanan 

Informasi Publik di Pengadilan; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkarnah Agung sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan lnformasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik;

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 

TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI 

PUBLIK DI PENGADILAN. 

Memberlakukan Pedoman Pelayanan Informasi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai 

dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

Memberlakukan layanan informasi di Pengadilan 

diselenggarakan secara elektronik melalui media 

Layanan Informasi dan Dokumentasi secara 

elektronik (e-LID) ataupun dapat diberikan secara 

langsung melalui meja informasi pada Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan. 

Putusan/ penetapan pengadilan beserta 

turunannya yang diperoleh sebagai informasi 
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publik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau 

dasar melakukan suatu upaya hukum dan/ atau 

permohonan eksekusi. 

a. Pemberian penjelasan tentang hal-hal yang

berhubungan dengan pengadilan di luar

ketentuan keputusan ini, berupa namun tidak

terbatas menyampaikan kepada media

tentang isu yang menjadi perhatian publik,

dilaksanakan oleh hakim agung/ hakim yang

ditunjuk oleh Ketua Mahkamah

Agung/ pengadilan sebagai juru bicara.

b. Pelaksana layanan informasi publik di

pengadilan harus menyediakan informasi

yang dibutuhkan oleh juru bicara pengadilan

dalam menjalankan tugas, tanggung jawab,

dan kewenangannya.

c. Penunjukan, tugas, tanggung jawab, dan

kewenangan Juru bicara pengadilan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman teknis. 

Layanan informasi publik di pengadilan pajak 

berpedoman pada keputusan ini yang disesuaikan 

dengan organisasi pengadilan pajak. 

Pelaksana layanan informasi publik yang 

melanggar serta menghalangi pelaksanaan 

pedoman ini dikenai sanksi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Segala biaya layanan informasi dibebankan kepada 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing

masing satuan kerja. 
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Pada saat keputusan ini mulai berlaku: 

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan; dan

2. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung

Bidang Non Yudisial Nomor 0 1 /WKMA

NY /SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi pada Mahkamah Agung Republik

Indonesia

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Keputusan m1 mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian 

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, 

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 30 Agustus 2022 

AGUNG 
ESIA, 

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Pa:-a W akil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pa:-a Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah

Ag:.mg RI
6. Para Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar

Mahkamah Agung RI

7. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh
Indonesia

8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh
Indonesia.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI 

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibacc. yang

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai cengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara

elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI),

surat elektronik (electronic maiij, telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui

komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya

disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang

koordinasi peny1mpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan/ a tau pelayanan informasi di badan publik.
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5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dis:.mpan,

dikelola, dikirim, dan/ a tau diterima dan dikoordinasikan oleh

Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain

yang berkaitan dengan kepentingan publik.

6. Layanan Informasi dan Dokumentasi secara Elektronik (e-LID)

adalah sistem layanan informasi publik secara elektroni� yang

disediakan oleh Mahkamah Agung.

7. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan pengadilan :ingkat

pertama dan tingkat banding dalam empat lingkungan badan

peradilan, termasuk pengadilan pajak.

8. Pemohon Informasi Publik adalah orang dan/ atau badan hukum

yang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan

informasi ke pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

9. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, a tau badan

publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

10. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,

dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpar:isipasi

secara pen uh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

12. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di

tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi.

13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk 

dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 

14. Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar badan publi� guna

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik.
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15. Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah

catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh

Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pengadilan,

namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

16. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk

teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan

sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi

nonlitigasi.

17. Meja Informasi adalah layanan informasi publik pada Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.

18. Hari adalah hari kerja.

II. HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA 

INFORMASI

A. Hak Pemohon Informasi

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan

oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui

permohonan sesua1 dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/ atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

3. Setiap pemohon lnformasi Publik berhak mengajukan

permohonan lnformasi Publik disertai alasan permohonan

terse but.

4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan

sengketa informasi publik sesua1 dengan peraturan
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perundang-undangan apabila dalam memperoleh Inf:::>rmasi 

Publik mendapat hambatan atau kegagalan. 

B. Kewajiban Pengguna Informasi

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan lnformasi Publik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN

A. Hak Pengadilan

Pengadilan berhak.

1. Menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik

lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik

yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi

pengadilan.

B. Kewajiban Pengadilan

1. Pengadilan berkewajiban:

a. mengikuti standar pelayanan, kelembagaan pengelola

informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam

lampiran keputusan ini;

b. menetapkan dan memutakhirkan DIP;

c. membuat dan mengumumkan laporan layanan 

Informasi Publik;

d. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi

Publik kepada Komisi Informasi; dan

e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan

pelaksanaan layanan Informasi Publik.

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 

dilaksanakan dengan memperhatikan: 

a. perlindungan Data Pribadi yang ditentukan Peraturan

Perundang-undangan;
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b. pengaburan Informasi sebagaimana dimaksud dalam

pedoman ini; dan

c. pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

IV. KATEGORI INFORMASI

A. lnformasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala;

2. lnformasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

B. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan

dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan

wajib memenuhi kaidah lnteroperabilitas Data.

C. Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan

dalam bentuk dokumen cetak atas permintaan Pemohon

Informasi.

D. Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;

2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan

usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

3. lnformasi yang berkaitan dengan hak dan/ atau Data Pribadi;

4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau 

didokumentasikan; dan/ atau

6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan

pe::-aturan perundang-undangan dan/ a tau pedoman :ini.

E. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

oleh Pengadilan

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan.

a. Profil Pengadilan meliputi:

1) tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan;

2) struktur organisasi Pengadilan;
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3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el

Pengadilan;

4) profil singkat pimpinan Pengadilan;

5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan

pejabat pimpinan tinggi pratama;

6) daftar nama pejabat dan hakim di Per:gadilan; dan

7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.

b. Prosedur beracara untuk setiap Jems i:erkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan.

c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian

perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain

sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban

Pengadilan.

d. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan

pengadilan tingkat banding.

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

a. Hak para pihak yang berhubungan dengar: peradilan,

antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas

pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok

dalam proses persidangan.

b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang

dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara

manual maupun elektronik.

c. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur

Pengadilan.

d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara

mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi,

serta nama dan nomor kontak layanan informas�.

e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan inforrnasi.

f. Biaya perolehan salinan informasi:

1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara

cuma-cuma; dan
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2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak

dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan

dan biaya transportasi jika menggunakan sarana

berbayar.

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja

Pengadilan

a. Ringkasan Informasi ten tang program da_�/ atau

kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling

kurang terdiri atas:

1) nama program dan kegiatan;

2) penanggungjawab, pelaksana program dan

kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat

yang dapat dihubungi;

3) target dan/ atau capaian program dan kegia:an;

4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan

5) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan,

yang seticlaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan

Anggaran (DIPA), dokumen anggaran �ainnya

seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran,

proposal, dan sebagainya.

b. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja I:istansi

Pemerintah (LAKIP).

c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diauc:it oleh

Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang tercliri atas:

1) rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

2) neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan yang disusun sesuai clengan stanclar

akuntansi yang berlaku.

cl. Ringkasan claftar aset clan inventaris.

e. Informasi tentang pengumuman pengaclaan bara:ig clan

jasa sesuai clengan ketentuan peraturan perundang

undangan.
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4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang

terdiri atas:

a. jumlah permohonan Informasi yang diterima;

b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap

permohonan Informasi;

c. jumlah permohonan informasi yang dikabulka:i. baik

sebagian atau seluruhnya dan permohonan Inf::>rmasi

yang ditolak; dan

d. alasan penolakan permohonan Informasi.

5. Informasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan pr:Jsedur

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilar:.

F. Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah

Agung selain informasi yang disebutkan pada huruf E sebagai

berikut:

1. Informasi tentang penerimaan calon aparatur sipil negara,

calon hakim, hakim ad hoc, jabatan pimpinan tinggi madya

dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan/atau kebutuhan

formasi hakim agung, yang paling kurang berisi:

a. informasi penerimaan;

b. tata cara pendaftaran;

c. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang

dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan

kualifikasinya;

d. tahapan dan waktu proses rekrutmen;

e. komponen dan standar nilai kelulusan; dan

f. daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu

dalam hal seleksi le bih dari satu tahap dan daftar yang

diterima.

2. kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah

Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua
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Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya yang telah 

diterbitkan; 

3. daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan

Mahkamah Agung yang sedang dalam proses pembentukan;

4. yurisprudensi Mahkamah Agung;

5. putusan Mahkamah Agung;

6. laporan tahunan Mahkamah Agung; dan

7. rencana strategis Mahkamah Agung.

G. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi

yang rr:engganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi

namun tidak terbatas pada:

1. Informasi rencana pemeliharaan dan/ atau gangguan sarana

daJ1 prasarana utilitas publik;

2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan

3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang

berpotensi menular.

H. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat

Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis Informasi di

bawah ini untuk memastikan bahwa Informasi tersebut tersedia

dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

1. Umum

a. Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam

kategori Informasi yang wajib diumumkan secara

berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

bagian IV.E, IV.F, dan IV.G.

b. Informasi lain yang:

1) tidak termasuk kategori Informasi yang

dikecualikan (bagian IV .I), yakni setelah dilakukan

uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X;

2) telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat

diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan

Komisi Informasi dan/ atau putusan pengadilan
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yang telah berkekuatan hukum tetap. 

c. Pemohon informasi yang merupakan calon hak:m dan

calon aparatur sipil negara dapat meminta informasi

mengena.i hasil penilaian pada tahapan yang

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

d. DIP yang paling kurang memuat:

1) nomor;

2) ringkasan isi Informasi;

3) pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai

Informasi;

4) penanggungjawab pembuatan atau pen�rbitan

Informasi;

5) waktu dan tempat pembuatan lnformasi;

6) bentuk lnformasi yang tersedia (cetak atau

elektronik); dan

7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

e. Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh

memuat Informasi yang dikecualikan.

f. Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. Informasi tentang Perkara

a. lnformasi dalam register perkara.

b. Data statistik perkara, antara lain; jumlah da:i jenis

perkara.

c. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan

perkara.

d. Laporan penggunaan biaya perkara.

e. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang

telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap

(dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan

salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan.

f. Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadila:i tidak

dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP.
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3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang

ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh

masyarakat serta tindaklanjutnya.

b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam

pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan

hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui

publik (sudah dimuat dalam media cetak atau

elektronik).

c. Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi

hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis

hukuman disiplin yang dijatuhkan.

d. lnisial nama dan unit/ satuan kerja hakim a tau

aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin,

jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang

dijatuhkan.

4. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian

a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua

Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah

Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah

disahkan atau ditetapkan.

b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil

Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah

Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang

mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik,

antara lain:

1) dokumen pendukung seperti naskah akademis,

kajian atau pertimbangan yang mendasari

terbitnya Peraturan Mahkamah Agung;

2) masukan dari berbagai pihak atas usulan

peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut,

dalam hal tersedia;
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3) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,

keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap

setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara

lebih luas;

4) rancangan ·peraturan, keputusan atau kebijakan

terse but; dan

5) tahapan perumusan peraturan, keputusan atau

kebijakan tersebut.

c. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan

Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam

per a turan perundang-undangan.

d. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.

e. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan.

f. lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat

Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk

umum.

5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian

dan Keuangan

a. Pedoman pengelolaan orgamsas1, administrasi, 

personel, dan keuangan Pengadilan. 

b. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan.

c. Profil hakim dan aparatur Pengadilan yang meliputi:

1) nama;

2) riwayat pekerjaan;

3) pos1s1;

4) riwayat pendidikan; dan

5) penghargaan yang diterima.

d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain,

jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur

Pengadilan.

e. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis

serta laporan keuangannya.
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f. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar:. pihak

ketiga berikut dokumen pendukungnya.

g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

kecuali yang bersifat rahasia.

h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

I. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian

tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas

dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagia:i. IV.F,

dan bagian IV.G yang menurut PPID atau Atasan PPID,

setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap seb2.gai:

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon lnformasi Publik dapat menghambat proses

penegakan hukum;

b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu 

kepentingan perlindungan hak atas kekayaan 

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha 

tidak sehat; 

c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon lnformasi Publik dapat membahayakan

pertahanan dan keamanan negara;

d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan

kekayaan alam Indonesia;

e. lnformasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ket2.hanan

ekonomi nasional;

f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri;
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g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pe:nohon

Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik

yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun

wasiat seseorang;

h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pe:nohon

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

1. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan

badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut

sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara

serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan

J. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

undang-undang sesuai dengan pennc1an dan

penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

2. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk 

advisblaad; 

identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang 

diberikan sanksi; 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja 

individu hakim atau aparatur Pengadilan; 

identitas pelapor yang meminta 

dirahasiakan terkait laporan dugaan 

hakim dan aparatur Pengadilan; 

ident:tasnya 

pelanggaran 

identitas hakim dan aparatur Pengadilan 

dilaporkan yang belum diketahui publik; 

yang 

catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses 

mediasi di pengadilan; 

Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak 

tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam 

perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian 

VIII huruf B Pedoman ini; dan 
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h. berita acara sidang dan alat bukti.

3. Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di

lingkungan Mahkamah Agung.

4. Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu

salinan Informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk

mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan

Informasi tersebut.

5. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh

putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan

wajib disediakan untuk dapat diakses setiap Orang.

6. J angka waktu pengecualian Informasi ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi

Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum

berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.

8. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana

dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut menjadi

Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu

pengecualian.

V. PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI

A. Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di

Pengadilan terdiri dari:

1. Dewan Pertimbangan;

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan

PPID);

3. PPID;

4. PPID Pelaksana;

5. Petugas Layanan Informasi.
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B. Struktu:- pelaksana pelayanan Informasi dan dokumentasi

sebagaimana dimaksud pada huruf A termuat pada Lampiran

XVI.

C. Pelaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Pelaksana pelayanan Informasi dilakukan oleh pejabat sebagai

berikut.

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan

Panitera.

2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris.

3. PPID dijabat oleh panitera muda hukum yang melaksanakan

tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi.

4. PPID Pelaksana dijabat oleh para panitera muda dan para

kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada

struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian.

5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan

yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

D. Pelaksana pada Mahkamah Agung

Pelaksana pelayanan informasi dilakukan oleh pejabat sebagai

berikut.

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Panitera Mahkamah

Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur

J enderal Bad an Peradilan Agama, Direktur J enderal Badan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan

Pelatihan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan

Pengawasan.

2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

3. PPID dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

4. PPID Pelaksana dijabat oleh:

a. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung;
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c. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung;

d. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;

e. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan

Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung;

f. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agur:g;

g. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung;

h. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung;

1. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung;

J. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung;

k. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung;

1. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung;

m. Panitera Muda Perkara Pidana Kepaniteraan Mahkamah

Agung;

n. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan

Mahkamah Agung;

0. Panitera Muda Perkara Perdata 

Mahkamah Agung;

Kepan:teraan 

p. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepan:.teraan

Mahkamah Agung;

q. Panitera Muda Perkara Agama Kepaniteraan Mahkamah

Agung;

r. Panitera Muda Perkara Militer Kepaniteraan Ma:ikamah

Agung; dan
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s. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Kepaniteraan

Mahkamah Agung.

5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan

yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

E. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan

1. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam

menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di

unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik

perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.

2. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam

menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di

unit/ satuan kerjanya.

3. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam

menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh

Pemohon lnformasi yang mengajukan keberatan.

4. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengUJ1an

tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan

informasi publik tertentu dikecualikan.

5. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal

terjadi sengketa Informasi.

6. Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID/PPID

terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

F. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan

informasi dan dokumen tasi secara ef ektif dan efisien

berbasis teknologi informasi di unit/ satuan kerjanya.

2. Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan

Informasi.

3. Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi.
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4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan infc-rmasi,

termasuk papan pengumuman dan meja informasi

unit/ satuan kerjanya serta situs resmi.

5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di

unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik

perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbc.yar.

6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala :)IP di

unit/ satuan kerjanya.

7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.

8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan

informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID di

unit/ satuan kerjanya.

9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan

layanan Informasi di unit/ satuan kerjanya.

10. Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penye�esaian

sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau

mewakilkan kepada kuasanya.

11. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikar:. oleh

Dewan Pertim bang an.

12. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara

manual maupun secara elektronik berupa:

a. pengumuman informasi;

b. pengelolaan permohonan Informasi;

c. pengelolaan keberatan atas Informasi;

d. penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan

PPID;

e. penetapan dan pemutakhiran DIP;

f. pengujian tentang konsekuensi;

g. pendokumentasian Informasi Publik; dan

h. pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.

13. Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung

menyusun SOP sebagaimana dimaksud pada angka 12
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me:1gikuti standar yang diberlakukan di lingkungan 

Mahkamah Agung. 

G. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID

1. Me:1etapkan kebijakan layanan Informasi Publik.

2. Me:1gkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi

dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi.

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala.

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon

Informasi.

3. Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan

dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling

kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan

ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu

penyimpanan Informasi Publik.

4. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib

diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media

lainnya.

5. Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses

ole� publik dengan Petugas Layanan Informasi.

6. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara

berkala dan/ atau sesua1 dengan kebutuhan dalam

melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

7. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/ a tau

Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan

Informasi Publik.

8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu

dikecualikan.
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9. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara

jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.

10. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan

Informasi yang dikecualikan beserta alasannya �epada

Petugas Layanan Informasi.

11. Mengembangkan kapasitas pengelola layanan Informasi

da:am rangka memberikan layanan secara prima (service

excellent).

12. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan

keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedu:- yang

berlaku.

13. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait

dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif

dan efisien.

14. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikar: oleh

Dewan Pertimbangan.

15. Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.

16. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam

melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

H. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tug2.s, dan

kewenangannya.

2. Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak

atau elektronik yang meliputi:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala;

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

c. lnformasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon

Informasi.

3. Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling

kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
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4. Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib

diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media

lainnya.

5. Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi

yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik sebelum menyatakan lnformasi Publik

tertentu dikecualikan.

6. Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian

Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permc-honan

Informasi ditolak.

7. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan

Petugas Layanan lnformasi.

8. Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Inbrmasi

Publik.

I. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Petugas Layanan

Informasi

1. Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada

Pemohon Informasi.

2. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara

manual maupun elektronik.

3. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan

atas permohonan lnformasi secara manual rr:aupun

elektronik.

4. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.

5. Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara

elektronik yang andal, petugas layanan Informasi mel2.kukan

pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3

secara elektronik.
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VI. PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

A. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara

melihat, mengetahui, dan/ atau mendapatkan salinan Informasi

Publik.

B. Mahkamah Agung wajib menyusun, menetapkan, dan 

menyebarluaskan standar layanan yang terdiri dari: 

1. standar pengumuman;

2. standar permintaan Informasi Publik;

3. standar pengajuan keberatan;

4. standar penetapan dan pemutakhiran DIP;

5. standar pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi

dikecualikan;

6. standar pengujian konsekuensi; dan

7. maklumat pelayanan.

C. Pengadilan mengumumkan Informasi yang harus diumumkan

secara berkala menggunakan e-LID, situs web Pengadilan, media

sosial PPID dan/ atau Pengadilan, dan media lain yang mudah

dilihat masyarakat di gedung Pengadilan.

D. Pengumuman Informasi juga dilakukan melalui Portal Satu Data

Indonesia.

E. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib

memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling

sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/ atau braile.

F. Situs Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggung

jawab Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan

Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

G. Situs satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dikelola dan

berada di bawah tanggung jawab pimpinan satuan kerja masing

mas1ng.

H. PPID memperbarui Informasi yang harus diumumkan secara

berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, kecuali untuk

Informasi sebagai berikut:
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1. putusan dan penetapan Pengadilan diumumkan pada hari

yang sama dengan putusan dan penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

2. Peraturan Mahkamah Agung diumumkan paling lambat 1

(satu) minggu setelah diundangkan dan Surat Edaran

Mahkamah Agung serta Keputusan Ketua Mahkamah yang

bersifat kebijakan diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu

setelah ditandatangani;

3. laporan tahunan paling lambat · l (satu) mmggu setelah

diluncurkan secara terbuka;

4. agenda sidang secara realtime pada Sistem Informasi

Pengadilan (SIP); dan

5. rekrutmen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 

pelaksanaan rekrutmen.

I. Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan

mencantumkan nama PPID dan/ atau PPID Pelaksana serta

alamat/ nomor telepon yang dapat dihubungi apabila

Perno hon/ pengguna Informasi membutuhkan informasi rinci dari

pengumuman yang ada.

J. Pengumpulan Informasi yang termasuk dalam kategori yang

harus diumumkan secara berkala dari satuan kerja terkait di

Pengadilan dilaksanakan oleh PPID setiap tanggal 1 Desember,

untuk diumumkan pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya dan

1 Juni untuk diumumkan pada tanggal 1 Juli tahun tersebut.

K. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pendokumentasian

Informasi Publik yang dikuasai.

L. Pendokumentasian Informasi Publik selain sebagaimana

dimaksud pada huruf K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
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VII. PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

A. Persyara tan

Perorangan/Badan Hukum/Kelornpok 

Orang Indonesia: 

1. KTP/Suket 

2. Akta pendirian badan hukum 

(untuk badan hukurn) 

3. Suratkuasa khusus(kelornpok 
orang) Pengadilan/petugas ;ayanan infarma,i 

wajib: 

1. Membantu pemanon mengajukan 
informasi 

Permohonan 
lnformasi 

2. Menyediakan sarana dan prasarana 
layanan informas, dengan dukungan 
teknologi informasi dan 

memperhatikan aksesibilitas 
penyandang disabilitas 

Perorangan/Badan Hukum Asing: 

1. KTP/l2in Tinggal Sementara 

2. Paspor 
3. Akta pendirian badan usaha 

penanaman modal asing berbentuk 
perseroan 

4. Dakumen pendukung kepentingan 
terhadap inlormasi yang dimahankan 

Gambar 1. Bagan Persyaratan Pengajuan Permohonan Informasi 

1. Pemohon Informasi wajib melampirkan identitas pada saat

mengajukan permintaan Informasi berupa:

2. 

a. Pemohon Informasi perorangan paling kurang

melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat

keterangan kependudukan dari dinas kependudukan

dan pencatatan sipil;

b. Pemohon Informasi badan hukum paling kurang

melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum

yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau

C. Pemohon Informasi kelompok orang/ organisasi

kemasyarakatan harus melampirkan surat kuasa

khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat

keterangan kependudukan pemberi kuasa dan

penerima kuasa.

Dalam hal permohonan Informasi diajukan oleh 

warganegara/badan hukum asing, harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 
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a. warga negara asmg paling kurang melampirkan

identitas diri atau izin tinggal sementara, paspor dan

dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi

yang dimohonkan; atau

b. badan hukum asing paling kurang melampirkan

fotokopi akta pendirian badan usaha penanaman modal

asing yang berbentuk perseroan yang telah mendapat

pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia dan dokumen pendukung kepentingan

terhadap Informasi yang dimohonkan.

3. Petugas Informasi harus membantu Pemohon informasi

dalam mengajukan permohonan.

4. Khusus Informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan

Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan

tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau

setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan

oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju apabila tidak

tersedia secara elektronik dalam SIP.

5. Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana permintaan

Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi

Penyandang Disabilitas.

6. Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana

permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknologi

informasi.
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B. Prosedur Permintaan Informasi Publik

Pemohon Menglsi 

Formullr Permohonan 

lnformasl 

Petugas Layanan lnformasi 
Mengisl Registerlnformasl 
dan Memberlkan Salinan 

Permohonan kepada 
Pemohon 

Petugas Layanan 

lnformasi Meneruskan 

Permohonan Kepada 

PPID Pelaksana 

PPID Pelaksana 
Memeriksa Kelengkapan 

Permohonan 
(3 harl sejak 

permohonan dicatat) 

Petugas 

Menyampaikan 

Pemberitahuan 

Ditolak (maks.10 hari 
Sejak Permohona n) 

Konsekuensl 

PPID Melakukan UJI 

Konsekuensi dengan 

Memlnta Pertimbangan 

dari Dewan 

Pertlmbangan 

Membantu Pemohon 
lnformasl Penyardang 
Dlsabllltas yang Datans 

langsung Menglsl Formulr" 
lnformasl 

Petugas 

Menyampalkan 

Pemberitahuan 

Diterima (maks.10 

Pemohon 
, Bayar 

Memperoleh Sallnan 

I nformasl Publlk 

Pemohon 

Memerlksa 

lnformasiya� 

Dimohonkan 

Bayar 

Garnbar 2. Bagan Prosedur Permintaan Informasi 

Pemohon 

Memperoleh lnforrnasi 

Publik 

Dokumen Elektronik 

(tanpa biaya) 

Dokumen Cetak yang 

Digandakan dengan 

Sarana Berbayar 

1. Permohonan Informasi Publik diajukan secara elektronik

melalui e-LID atau secara nonelektronik.

2. Perno hon meng1s1 formulir permohonan Informasi dan

Pengadilan memberikan salinannya kepada Pemohon,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

3. Permohonan Informasi secara nonelektronik dilakukan

dengan cara:

a. Pemohon datang langsung ke layanan meja informasi;

atau

b. Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan

mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID.

4. Formulir permohonan Informasi se bagaimana dimaksud

pada angka 2 paling kurang memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor

setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi;

b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum

atau kuasanya;

c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda

penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
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badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

d. alamat;

e. nomor telepon/ pos-el;

f. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi

Publik dikuasakan kepada pihak lain;

g. rincian Informasi yang diminta;

h. tujuan penggunaan Informasi;

1. cara memperoleh Informasi; dan

J. cara mengirimkan Informasi.

5. Petugas Layanan Informasi mengisi register permo:ionan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

6. Daiam hal Pemohon Informasi datang langsung dan

termasuk Penyandang Disabilitas, peng1s1an formulir

permohonan Informasi Publik dapat dibantu oleh Fetugas

Layanan Informasi.

7. Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen

permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana.

8. PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan

kelengkapan permohonan Informasi Publik paling lambat 3

(tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register

permohonan Informasi Publik.

9. Da:am hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID

menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk

diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan

lnformasi secara elektronik atau nonelektronik.

10. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan

sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 3 (tiga)

hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika

dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan

perbaikan permohonan, Petugas Layanan Informasi atas

perintah PPID memberikan catatan pada register
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permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti 

Permintaan Informasi Publik yang diajukan. 

11. Dalam hal Informasi yang dimohonkan belum dinyatakan

sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID

melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

12. Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh)

hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas

Layanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada Pemohon Informasi secara elektronik atau

nonelektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

13. Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID

Pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan

untuk menggandakan Informasi yang diminta, selanjutnya

paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menenma

permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi

secara elektronik atau nonelektronik menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada Pemohon lnformasi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

14. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka

12 dan angka 13 paling kurang memuat:

a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah

penguasaannya atau tidak;

b. keterangan badan publik yang menguasai lnformasi

yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah

penguasaannya;

c. menerima atau menolak permintaan Informasi Publik

yang disertai dengan alasan;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan

salinan lnformasi Publik yang diminta;
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f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi

Publik yang diminta;

g. penjelasan atas penghitaman/ pengaburan Informasi

yang diminta bila ada;

h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau

seluruhnya; dan

1. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan

karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

15. Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada

Pemohon Informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu

lnformasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

menggandakan atau tidak Informasi tersebut.

16. Petugas Layanan lnformasi menggandakan Informasi yang

diminta dan memberikan Informasi tersebut kepada

Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam

pemberitahuan tertulis.

1 7. Informasi diberikan kepada Pemohon Informasi dalam 

bentuk Dokumen Elektronik kecuali dokumen yang hanya 

tersedia dalam bentuk cetak. 

18. Pengiriman Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud

pada angka 1 7 dilakukan melalui e-LID, Pos-el Pemohon,

atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyirnpanan

Dokumen Elektronik yang disediakan oleh Pemohon.

19. Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh Petugas

Layanan Informasi.

20. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana

dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak

penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada

Pemohon dalam hal:

a. Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan

Informasi Publik yang diminta;

b. Pengadilan belum dapat memutuskan status Informasi

yang dimohonkan;
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c. Informasi yang diminta bervolume besar; dan/ a tau

d. Pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki 

keterbatasan untuk mengakses sarana penggandaan. 

21. Setelah menerima Informasi Publik, Pemohon mengis: tanda

terima Informasi Publik.

C. Biaya Penggandaan Informasi

1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan

secara cuma-cuma.

2. Biaya penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak

dibebankan kepada Pemohon.

3. Biava penggandaan merupakan biaya riil untuk

menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi

dan biaya pengiriman.

4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui

Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi

memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VII.

5. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan

berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP.

VIII. PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU

DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI

YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

A. Data Pribadi berupa nomor induk kependudukan dikaburkan

pada keseluruhan isi putusan/penetapan.

B. Sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau

memas:ikkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib

mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak

di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara

sebagai berikut.

1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya

dalam perkara:

a. tindak pidana kesusilaan;
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b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan

dalam rumah tangga;

c. tindak pidana yang menurut undang-undang tentang

perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan

korbannya harus dilindungi; dan

d. tindak pidana lain yang menurut hukum 

persidangannya dilakukan secara tertutup. 

2. Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa

penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara

tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan,

SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan

Pengadilan.

3. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan

hu�um.

4. Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi

dan pihak terkait dalam perkara:

a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat

sengketa perkawinan;

b. pengangkatan anak;

c. wasiat; dan

d. perdata, perdata agama dan tata usaha negan_ yang

menurut hukum persidangannya dilakukan secara

tertutup.

5. Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada

angka 1 sampai dengan angka 4, namun mengandung

muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait

dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan.

6. Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan.

C. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas

pihak yang dimaksud pada huruf B, meliputi:

1. nama dan nama alias;

2. nomor induk kependudukan (NIK)/paspor;
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3. pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaia_7. yang

bersangkutan; dan

4. sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

D. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat

dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf B, -:Jerupa

nomor dokumen bukti.

E. Identitas ahli tidak perlu dikaburkan.

F. Pengaburan dilakukan dengan cara:

1. 

a. 

1 . menghitamkan Informasi dimaksud hingga tidak dapat 

terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah 

cetak ( hardcopy); 

2. tidak menarnpilkan Informasi yang dimaksud untuk publik

pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh

Pengadilan; atau

3. Mengganti Informasi yang dimaksud dengan istilah lain

dalarn naskah elektronik (softcopy), dengan tata cara sebagai

berikut:

TATA CARA 
INFORMASI CONTOH 

PENG AB URAN 

Nama 

Hakim, panitera l. Nama hakim, 1. "Hakim" yang

sidang, jaksa panitera sidang, kedudukannya

penuntut umum, jaksa penuntut sebagai ketua

dan penyidik umum, dan penyidik majelis m�njadi

dalam perkara dalam perkara tindak "KETUA

tindak pidana pidana terorisme MAJELIS'"

terorisme dikaburkan dengan 2. "Malik" yang

cara men uliskan kedudukannya

status (kedudukan) sebagai penuntut

mereka dalam umum

perkara. disebutkan pada

urutan kedua
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TATA CARA 
INFORMASI CONTOH 

PENG AB URAN 

2. J ika dalam menjadi 

kedudukan yang "PE�UNTUT 

sama lebih dari satu UMTJM KEDUA" 

orang, diberi urutan

nomor berdasarkan

urutan pemunculan

pada naskah

putusan.

b. Terdakwa, 1. Nama terdakwa, 1. "Mulyadi" yang

terpidana, dan terpidana serta para statusny2. adalah

nama para pihak pihak dalam kasus terdakwa dalam

tertentu dikaburkan per�ara dengan

dengan cara terdakwa

menuliskan status tunggal, oenjadi

(kedudukan) mereka "TERDAKW A"

dalam perkara. 2. "Mulyantc" yang

2. Jika hanya ada satu merupakan

orang terdakwa, terdakwa �edua

nama terdakwa dalam perkara

dig an ti men j adi yang melibatkan

"TERDAKWA". Jika le bih dari satu

ada le bih dari satu terdakwa :nenjadi

terdakwa, maka "TERDAKW A II"

nama mereka diganti 3. "Mulyatnc" yang

menjadi stat"...1snya adalah 

"TERDAKWA I", penggugat ketiga 

"TERDAKW A II" dan dalam ka�us 

seterusnya. Hal yang yang melibatkan 

sama diterapkan bagi lebih dari satu 

terpidana dan para penggugat 

pihak. 
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TATA CARA 
INFORMASI CONTOH 

PENG AB URAN 

3. Pemberian urutan menjadi 

nomor dilakukan "PENGGUGAT III" 

berdasarkan urutan

pemunculan pada

naskah putusan.

C. Anak 1. Nama anak 1. "Yadi"

dikaburkan dengan merupakan anak

cara menuliskan yang sta.tusnya

status (kedudukan) sebagai korban

mereka dalam pertama dalam

perkara. suatu perkara

2. Pemberian urutan menjadi

nomor dilakukan "ANAK KORBAN

berdasar kan uru tan I"

pemunculan pada 2. "Yadi"

naskah putusan. merupakan anak

yang sta.tusnya

sebagai korban

kedua dalam

suatu perkara

menjadi

"ANAK KOREAN

II"

d. Saksi 1. Nama saksi 1. "Sulistami" yang

dikaburkan dengan merupakan saksi

cara menuliskan pertama yang

status (kedudukan) ditampilkan

mereka dalam dalam

perkara. persidangan

2. Pemberian urutan menjadi

nomor dilakukan "SAKSI l"
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TATA CARA 
INFORMASI CONTOH 

PENG AB URAN 

berdasarkan urutan 2. "Sulistyowati"

pemunculan pada yang merupakan

naskah putusan. saksi kedua yang

di tam pilkan

dalam

persidangan

menjadi

"SAKSI 2"

e. Pihak Terkait 1. Nama pihak 1. "Sodikin" yang ; 

dikaburkan dalam perkara
I 

identitasnya dengan perceraian

cara menuliskan adalah anak

hubungan yang tunggal dari

bersangkutan pasangan yang

dengan para pihak. bercerai, menjadi

2. J ika hanya ada 1 "ANAK

( satu) orang pihak PENGGUGAT

ter kai t maka DAN

pengaburan TERGUGAT"

dilakukan dengan 2. "Sobirin" yang

cara menuliskan dalam perkara

status/hubungan perceraian

mereka dengan adalah anak

terdakwa, para pihak ketiga dari

atau korban. Jika pasangan yang

ada le bih dari 1 bercerai, menjadi

(satu) pihak terkait, "ANAK III

diberikan urutan PENGGUGAT

nornor berdasarkan DAN

urutan pernunculan TERGUGAT"

pada naskah
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TATA CARA 
INFORMASI CONTOH 

PENG AB URAN 

putusan; atau 3. "So bari'' yang

berdasarkan urutan dalam perkara

yang secara jelas perceraian

disebut dalam merupakan adik

putusan tersebut. ipar dari pihak

Misalnya anak penggugat, yang

pertama, anak disebutkan

kedua, dan dengan urutan

seterusnya. kedua dalam

naskah putusan,

menjadi "ADIK I 
IPAR II

PENGGUGAT"

f. Ahli Nama (dan identitas -

lain) dari ahli tidak 

perlu dikaburkan. 

g. Kuasa Hukum Nama (dan identitas - I 

lain) dari kuasa hukum I 

tidak perlu dikaburkan. 

h. Lembaga Negara 1. Nama suatu 1 . "PT Bakti t 

dan Lembag2. lembaga/badan Sejahtera" yang 

Swasta hukum swasta yang merupakan PT 

terasosiasi dengan ketiga yang 

terdakwa, terpidana, disebutkan 

para pihak, saksi dalam naskah, 

atau pihak terkait menjadi "PT III" 

dikaburkan dengan 2. "Koperasi Bakti

cara menuliskan Utama" yang

bentuk hukum merupakan satu-

lembaga/ badan satunya koperasi

hukum tersebut. dalam naskah
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TATA CARA 
INFORMASI CONTOH 

PENGABURAN 

2. Pemberian urutan putusan, 

nomor suatu menjadi 

lembaga/ badan "KOPERfa..SI" 

hukum swasta

adalah berdasarkan

urutan

pemunculannya pada

naskah putusan.

3. Identitas lembaga

negara/ pemerintahan

tidak perlu

dikaburkan.

11. Alamat

Alamat 1. Alamat seseorang "Jl. Berlian No. 3, 

yang terasosiasi RT.001 RW00J, 

dengan hakim, Lenteng Agung, 

panitera sidang, Jakarta Selc.tan" 

jaksa penuntut menjadi "Jai-:.arta 
l 

umum, dan penyidik Selatan" 

dalam perkara 

tindak pidana 

terorisme 

dikaburkan dengan 

cara menuliskan 

daerah tingkat dua 

tempat alamat 

terse but. 

2.Alamatseseorang

atau badan hukum

swasta yang

terasosiasi dengan



-43-

TATA CARA 
INFOR'.\1ASI CONTOH 

PENG AB URAN 

terdakwa, terpidana, 

para pihak, saksi 

atau pihak terkait 

dikaburkan dengan 

cara menuliskan 

daerah tingkat dua 

tempat alamat 

terse but. 

3. Alamat anak

dikaburkan dengan

cara menuliskan

daerah tingkat dua

tern pat alamat

terse but
. . .  

Pekerjaan, jabatan, dan kesatuan (instansi) 111. 

Pekerjaan,Jabatan 1. Pekerjaan dan jaba- 1 . "Mahasiswi Uni-

dan Kesatuan (In- tan terdakwa, versitas \Vidya 

stansi) terpidana, para Karya" menjadi 

pihak, saksi atau "Mahasiswi" 

pihak terkait 2. PNS MAKOREM

dikaburkan dengan 032/WBR

cara menjelaskan menjadi "PNS"

secara umum 

pekerjaan atau 

jabatan saksi. 

2. Pengaburan

kesatuan (instansi)

saksi dalam kasus

terten tu yang harus

dikaburkan

identitasnya
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TATA CARA 
INFORMASI CONTOH 

PENG AB URAN 

dilakukan dengan 

cara menghapuskan 

nama kesatuan. 

IV. Nomor identitas pribadi (Nomor Induk Kependudukan [NIK],

Nomor Induk Pegawai [NIP], dan nomor identitas pribadi lainnya)

Nomor identitas Nomor identitas pribadi -

pribadi dikaburkan dengan cara 

dihapus dari naskah 

putusan. 

V. Gambar yang terkait pelanggaran kesusilaan

Gambar terkait Gambar terkait -

pelanggaran pelanggaran kesusilaan 

kesusilaan dihapus dari naskah 

G. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan

huruf B terpublikasi, PPID karena jabatannya atau berdc.sarkan

permohonan pihak terkait memerintahkan Petugas Layanan 

Informasi untuk mengaburkan Informasi tersebut. 

H. Permohonan penghapusan atau pengaburan atas selun.:..h atau

sebagian Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dari

SIP atau sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadilan

yang menurut keputusan ini tidak termasuk informasi yang harus

dikaburkan, tidak dapat dilakukan, kecuali:

1. permintaan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan �epada

Atasan PPID; dan

2. permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib

disertai bukti yang menunjukkan kerugian yang nyata bagi

pihak yang bersangkutan.
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I. Penghapusan atau pengaburan sebagaimana dimaksud pada

huruf H, dilakukan dengan cara:

1. mengaburkan sebagian Informasi Elektronik/Dokumen

Elektronik dimaksud; dan

2. tid3.k mempublikasikan Informasi Elektronik/Dokumen

Elektronik dimaksud di dalam SIP atau sistem informasi lain

yang digunakan oleh Pengadilan.

IX. PROSEDUR KEBERATAN

Pemohon Menglsl 

Formullr Keberatan 

Petuga, Layanan lnfonnasl 
Menglsl Register 
Keberatan dan 

Memberlkan Salin an 
Permohonan Keberat.lr. 

kepada Pcmohoo 

Petugas Layanan 

lnformasl Meneruskafl 

Permohonan Kepada 

AtasanPPID Melalui 

PPID 

Atasan PPID Mempela}arl 
Permohonan Keberatan 

dengan Meminta 
Pertlmbangan Dewan 

Portlmbangan 

Membantu Pemohon 
Keberatan Peny.rndang 
Dlsabllltas yang Datang 

langsung Menglsl Formu5r 
Keberatan 

Dltolak, Petugas 
Memberitahukan 

kepada Pemohon milks. 
1 harl sejak Dlterlma 

Keputusan A1asan PPID 

Maks. 30 hari 

sejak 

Permohonan 

Diterima
1 
Petugas 

Memberitahukan 

Pemohon 

Memperoleh lnformasi 

Publik 

Pemohon 

Memerlksa 

lnformasiyang 

Dimohonkan 

Gambar 3. Bagan Prosedur Keberatan 

A. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Ke beratan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan

ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. adanya penolakan atas permintaan

Pemohon 

Memperoleh lnformesi 

Publik 

Jokumen Elektronik 

(tanpa biaya) 

Dokumen Cetak yang 
Digandakan dengan 

Sarana Berbayar 

dalam hal 

Informasi, 

berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik; 

b. tidak disediakannya Informasi yang wajib diumumkan

secara berkala;

c. tidak ditanggapinya permintaan Informasi;

d. permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana

yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi;
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f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ a tau

g. penyampaian Informasi melebihi waktu yang diatur

dalam keputusan ini.

2. Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui

Petugas Layanan Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

3. Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa, pengajuan

keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan

dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Pengajuan ke beratan dilakukan dalam tenggang waktu

paling lam bat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya alasan

se bagaimana dimaksud pada angka 1.

5. Pengajuan keberatan diajukan secara elektronik melalui

e-LID atau secara nonelektronik.

6. Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan

Pengadilan dan Petugas Layanan Informasi memberikan

salinannya kepada Pemohon, sebagaimana 

dalam Lam pi ran VIII.

tercantum

7. Keberatan secara nonelektronik dilakukan dengan cara:

a. Pemohon datang langsung ke layanan Meja Informasi;

atau

b. Pemohon meng1s1 formulir keberatan dan

mengirimkannya melalui surat tercatat kepada Atasan

PPID.

B. Registrasi Pengajuan Keberatan

1. Pemohon mengajukan keberatan ke Petugas Layanan

Informasi dengan mengisi formulir keberatan.

2. Formulir paling kurang memuat:

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya;
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e. alasan pengajuan keberatan;

f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi

oleh Petugas Pelayanan Informasi;

g. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

h. nama dan tanda tangan Petugas Layanan Informasi

yang menerima pengajuan keberatan.

3. Petugas Layanan Informasi harus memberikan tanda bukti

penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik

at2.u kuasanya.

4. Dalam hal Pemohon Informasi Publik datang langsung dan

merupakan Penyandang Disabilitas maka dapat dibantu oleh

Petugas Layanan Informasi dalam peng1s1an formulir 

keberatan. 

5. Petugas Layanan Informasi wajib memberikan nomor

pendaftaran keberatan setelah Pemohon lnformasi Publik

mengisi formulir keberatan.

6. Petugas Layanan Informasi harus memberikan salinan

formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan 

keberatan. 

7. Petugas Layanan Informasi wajib meny1mpan salinan

formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran

sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.

8. PPID dibantu Petugas Layanan Informasi wajib mencatat

pengajuan keberatan dalam register keberatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX dan meneruskannya kepada

Atasan PPID dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak

permohonan diajukan.

9. Register keberatan sebagaimana dimaksud pada a__1gka 8

pajng kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;



-48-

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan dan/atau kuasanya;

cl. nomor penclaftaran permintaan Informasi Publik;

e. Informasi Publik yang climinta;

f. tujuan penggunaan Informasi;

g. alasan pengajuan keberatan;

h. alasan penolakan/pemberian; clan

1. hari clan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

C. Tanggapan atas Keberatan

1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis

yang clisampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister.

2. Atasan PPID meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan

dalam menyusun tanggapan tertulis atas permohonan

keberatan.

3. Tanggapan tertulis clari Atasan PPID paling kurang memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan

c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengaJuan

keberatan.

4. Fo:-mat tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 3

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

5. Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi

berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib

menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.

6. PPID melalui Petugas Layanan lnformasi menyampaikan

atau mengirimkan keputusan Atasan PPID secara elektronik

atau nonelektronik kepada Pemohon atau kuasanya paling

lan:bat dalam waktu 1 (satu) Hari sejak menerima tanggapan

dari Atasan PPID dan ditembuskan ke Dewan Pertimbangan,

adapun untuk Pelaksana pada pengadilan tingkat pertama

dar: pengadilan tingkat banding ditembuskan ke Biro
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Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung. 

7. Pemohon yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID

berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

Informasi kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat

belas) Hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

X. TAHAPAN DAN TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

A. PPID mengkoordinasikan pengUJ1an konsekuensi terhadap

Informasi terten tu yang dinilai berpotensi se bagai Informasi yang

dikecualikan dengan PPID Pelaksana.

B. PPID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk

melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu

yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan.

C. PPID meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam

melakukan pengujian konsekuensi.

D. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan:

1. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;

2. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dar:

3. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas

perintah majelis komisioner Komisi Informasi.

E. Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yc.ng di

dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;

2. mencatat Informasi yang akan dikecualikan;

3. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar 

pengecualian; dan 

4. menganalisis dan mempertimbangkan kep::1.tutan,

kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran la:n yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

atas konsekuensi yang timbul apabila suatu In::ormasi

dibuka.
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F. PPID dalam melakukan pengujian konsekuensi harus:

1. menyebutkan secarajelas dan terang Informasi terten:u yang

akan dilakukan pengujian konsekuensi;

2. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar

pengecualian;

3. mencantumkan konsekuensi; dan

4. mencantumkan jangka waktu.

G. Format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XI.

H. lnformasi Publik yang dikecualikan melalui penguJlan

konsekuensi ditetapkan oleh PPID dalam bentuk keputusan

tentang klasifikasi Informasi dikecualikan.

I. Format Keputusan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada huruf H tercantum dalam Lampiran

XII.

J. PPID ca pat mengubah klasifikasi Informasi Publik menjadi

Informasi yang dikecualikan setelah melakukan uji konsekuensi.

K. Format lembar penguJlan konsekuensi atas pengubahan

klasifikasi Informasi Publik menjadi Informasi yang dikecualikan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

L. Informc..si Publik yang dikecualikan melalui penguJlan

konsekuensi sebagaimana dimaksud pada huruf J ditetapkan

oleh PPID dalam bentuk Keputusan tentang Pengubahan

Klasifikasi lnformasi Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIV.

M. Keputusan PPID pada Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan

tingkat banding tentang Informasi dikecualikan atau pengubahan

klasifikasi Informasi dikecualikan diunggah ke dalam e-LID.

XI. BANTUAN KEDINASAN

Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepad2.. badan

publik diatur tersendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
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XII. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID

A. Dalam hal Atasan PPID digugat sengketa Inform::tsi di Komisi

Inform2.si, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung,

Atasan PPID dapat menunjuk PPID dan/atau pejabat lain sebagai

kuasa.

B. PPID dan/ a tau pejabat lain yang ditunjuk mela:r:orkan proses

penanganan sengketa Informasi kepada Atasan PPID.

C. PPID mengunggah putusan sengketa Informasi ke dalam e-LID.

XIII. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI

Mahkamah Agung menganggarkan biaya pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

masing-masing satuan kerja yang berada di bawahnya.

XIV. WAKTU DAN MAKLUMAT LAYANAN

A. W aktu i.,ayanan

1. Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari kerja.

2. Waktu pelayanan Informasi Publik adalah sebagai be:-ikut:

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis mulai pukul

08.00 sampai dengan pukul 16.00; dan

b. Hari Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul

16.30.

3. Dalam hal permohonan Informasi Publik at2.u pengaJuan

keberatan disampaikan setelah berakhi:-nya waktu

pelayanan maka permohonan tersebut terhitung diterima

pada Hari berikutnya.

4. Permohonan keberatan yang diajukan pada Hari terakhir

tenggang waktu pengajuan dan di luar jam pelayanan

sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetap diterima selama

diajukan dalam jam kerja.

B. Maklumat Layanan Informasi Publik

1. Maklumat pelayanan Informasi Publik berisi pernyataan

sebagai komitmen dalam melakukan pelayanan Informasi
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Publik sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

2. Maklumat pelayanan Informasi Publik dipajang pac.a Meja

Informasi serta dipublikasikan dalam e-LID dengan

memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

3. Maklumat Layanan lnformasi Publik sebagaimana tercantum

dalam Lam pi ran XVII.

XV. LAPORAN DAN EVALUASI

A. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

1. PPID wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan

Informasi Publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun

peiaksanaan anggaran berakhir.

2. PPID wajib menyampaikan laporan layanan Informasi

kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi dan

hasilnya disampaikan kepada Komisi Informasi paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran

berakhir.

3. Laporan layanan Informasi tahunan merupakan bagian dari

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

4. Laporan layanan lnformasi tahunan paling kurang terdiri

dari:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;

b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi

Publik, mengenai:

1) sarana dan prasarana layanan Informasi Publik

yang dimiliki beserta kondisinya;

2) sumber daya manusia yang menangani layanan

Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan

3) anggaran layanan lnformasi Publik dan laporan 

penggunaannya. 

c. Rincian pelayanan Informasi Publik, mengenai:

1) jumlah permintaan Informasi Publik;
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2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap

permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi

tertentu;

3) jumlah permintaan Informasi Publik yang

dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya: dan

4) Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak

beserta alasannya.

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, antara

lain memuat:

1) jumlah keberatan yang diterima;

2) tanggapan atas keberatan yang diberikan dan

pelaksanaannya;

3) jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke

Komisi Informasi yang berwenang;

4) hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi

Komisi Informasi yang berwenang dan

pelaksanaannya oleh Pengadilan;

5) jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadil211; dan

6) hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh

Pengadilan sebagai badan publik.

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan 

layanan Informasi Publik; dan 

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk

meningkatkan kualitas layanan lnformasi Publik.

5. Laporan tahunan layanan Informasi Publik dibuat dalam

bentuk:

a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan

layanan Informasi Publik; dan

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh

pelaksanaan layanan Informasi Publik.

6. Laporan tahunan layanan Informasi Publik disusun sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.
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B. Monitoring dan Evaluasi

1. Sekretaris Mahkamah Agung melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Putlik di

Pe:igadilan.

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

3. Te�nis pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur lebih

lanjut dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.



Logo 
Pengadilan 

No. 

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] 

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email] 
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LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

Periode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahun] 

Nama Informasi Unit Kerja'yang Penanggung Waktu dan Bentuk' Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi 
Menyediakan jawab Informasi Tempat Informasi 

Informasi Pembuatan yang Aktif lnaktif 
Tersedia 



KETERANGAN: 

N ama lnformasi 

Unit Kerja yang Menyediakan 
Informasi 
Penanggung jawab Informasi 

Waktu dan Tempat Pembuatan 

Bentuk Informasi yang Tersedia 
Jangka Waktu Penyimpaanan/Retensi 
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Diisi dengan nama informasi dan ringkasan isi informasi. Termasuk 
keterangan waktu/periode, apabila informasi tersebut disusun 
berdasarkan periode tertentu. Contoh: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 
tahun 2010. 
Diisi dengan unit kerja yang dipimpin Pejabat setingkat eselon IV yang 
menyediakan informasi. Contoh: Subbagian Kepegawaian 
Diisi dengan nama jabatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 
Contoh: Kepala Subbagian Kepegawaian 
Diisi dengan waktu dan tempat pembuatan informasi. Contoh: 30 
Desember 2010/PN Bale Bandung. 
Diisi dengan bentuk informasi yang tersedia, hardcopy atau softcopy. 
Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang disesuaikan dengan 
ketentuan dalam Undang-undang Kearsipan dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait. Contoh: 2 bulan. 

*Format ini adalah contohformat manual. Pengadilan dapat mengembangkan dalamformat lain, misalnya dalamformat
elektronik/menggunakan teknologi teknik inforrnatika. Namun harus tetap dapat diakses oleh publik serta memuat
semua unsur yang termuat dalam format ini.
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LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

... 

... 

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

[N ama Ps}JP;f§?,qi,1�/ fl,5lJ.\l,� �f,[j � 

[aj�� P.?AJ.Pl:. .t1;1,l�.PP.� f¥§�µ.t,, email] 

. 

1 
i.? 1 r.11iJ:;1 �;;�r:11 ..

:�·,!.tt.i'!�:�:1.·r!1t-�;·.9.f.' 
--···-- ------------- ' 

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI 

Tanggal Pengajuan 
Pem1ohonan 
Tang_gal Pem beri tahua.n 
Tert.ulisl< 

Nomor PendaftMan s ... � 

-:\iam.a. -

. 

A!l.amat 

Pekerjaan . -

.'\'om.or telepon 

Rinciru., . -
h.1.formasi yang 
<lilbutuh:lr..Bdl 

Tujuan 
:Penggunaan --
Informasi 

Cara 
-
□ )ileliha.t/membaca/ rn.endengarlr..an v••·· -

memperoleh 
linformasi >'<*I< 

LJ Mendapaitkan s.al ti'l fil7. informasi 
(softcopy/hardcopyJ m-

Cara □ 1-'lengambil langsuno Emwl 
mend-�patkan 
info.rmasi"*" 

Petugas Informasi Pemohon Informasi 

[ttd] [ttd] 

[:�ama Eengkap] [Nama fongkap] 



Keterangan 
* Diisi oleh Petugas
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** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi 
Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi 

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓) 
**** Caret yang tidak perlu 
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P-mJgij,;fi!.:JA-

Tangga.l 
Fermo-hon an 

- . .

... -
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[N ama f�;p��/ �-�j.!-lAA.-Kr-_rj�] 
[alam�t. .nm:twr .tele20sn. filt....simili. email] 

� .. .. �-,I •• ., J ., -> •• ;. �, ••• ·� .,,, .. -1 ',J ;. ..;,� �.,. .- .,.� � .> ;,,;,·-· 

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORI'tlASI 

Pengajuan 

Tangga1 Pemberit...mu.an 
Tertulis;; 

Nomor Pend.aftara.n""'" 

Nama 
.. .. 

Ala:mait 
-.. 

!Pekerjaan .. 
.. 

Norn.or telepon .. .. 

Rincia:n 
llinfonna.si yang 
<libutuhlr-... an, 

Tujuan 
Penggunaain ....

li.11:1.formasi 

' ' 

: i..!�f,'lb!.ii" i;Jj,:wit;fi ; 
I I ' ' 
' ! 

! v�'-',A,""-"'_l'i:!,l,�t(}l"1- ! 
' 

.

• -------------------- _ ,

Cara .. 

□ Melihat/ :membaca/ mendengarlr..an ¥H� .. 

mempernleh 
informa.si�*1o-

LJ Mendapatkan sali11an informasi 
1: .softcopy /hard copy) ·-� 

Cara -

□ Mengam.bill lan.gsw1.o Emrul -
:mendapatkan 
:iinfonnasi>l*"' 

Petugas Informasi Pemohon Infonuasi 

[t.td] [tt<l] 

[Nama ]engkap] [Nama ]engl--..:ap] 



Keterangan 
* Diisi oleh Petugas
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** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi 
Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi 

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
**** Caret yang tidak perlu
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Hak-hak Pemohon Informasi 

Lembar 

belo-<ang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang
berada di Badan Publik kecuali {a) informasi yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses
penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hc.k atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan
ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intr2. Badan
Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Sadan Publik juga
dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI 
INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN 

PERMOHONAN
KE PETUGAS

INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin
permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis
tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang
waktu untc.k memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal:
informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan/ belum
dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk in:ormasi
yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan in:ormasi
berdasarkan surat keputusan Pimpinan Sadan Publik adalah (diisi
sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
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V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan
Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya
sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan
keberatan �epada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan
keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis
atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/ dicatatnya pengajuan
keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID,
maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
Komisi lnformasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi
Publik.



No. 

Logo 
Pengadilan 

No. 
Pen- Tgl Na.ma daftara 

[Nama Pengadilan/Satuan Kerja] 
[alamat, nomor telepon, faksimili, email] 
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI 

Periode: Januari - Desember ... (diisi dengan tahun] 

Jenis Keputu Alasan 
Permoh Status Informasi Bentuk Informasi s-an Penolak Hari/Tgl 

Tujuan -onan PPID -an 
Informa Ala- Nomor Pekerjaan s-i yang Peng- Belum Naskah mat Kontak Naskah Pemberi- Pe,mberia Diminta gun.!lan 

Di Bawah Penguasafill Didokum cetak Elektroni-Informasi 
B K k tahuan e- (Hardcopy) Tertulis Informasintasikan (Softcoovl 

Ya Tidak Instansi 

Tanda 
BuktiBiaya Mener 
i-ma 



KETERANGAN: 

No. 
No. Pendaftaran 

Tgl 

Nama 
Alamat 

Nomor Kontak 

Pekerjaan 
Informasi yang diminta 
Tu.ju an Penggunaan 
Informasi 
Jenis Permohonan 

Status Informasi 

Bentuk Informasi 

Keputusan PPID 

Alasan Penolakan 
Hari/Tgl 
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diisi dengan nomor urut. 
diisi dengan nomor pendaftaran permohonan informasi. 
diisi dengan tanggal permohonan diterima. 
diisi dengan nama pemohon. 
diisi dengan alamat lengkap danjelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman 
informasi yang diminta. 
diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/ email Pemohon 
Informasi). 
diisi dengan Pekerjaan Pemohon Informasi. 
diisi dengan detail informasi yang diminta. 
diisi dengan tujuan/ alasan permohonan dan penggunaan informasi 

diisi dengan memberi tanda (✓) di bagian bawah kolom B untuk prosedur Biasa, atau di
bagian bawah kolom K untuk prosedur Khusus. 
diisi dengan memberi tanda (✓) bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan
Pengadilan/ Satuan Kerja lain yang menguasai di bagian bawah kolom 'Instansi' (bila 
diketahui), sesuai dengan isian formulir pemberitahuan tertulis. 
diisi dengan memberi tanda (✓) di bagian bawah kolom sesuai bentuk informasi yang
tersedia. 
diisi sesuai dengan isi keputnsan PPTn dalam. pemberitahuan tertulis terhadap permohonan 
informasi. 
diisi dengan alasan penolakan permohonan informasi oleh PPID. 
diisi dengan: 
a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis
b. hari dan tanggal pem.berian informasi kepada pemohon informasi publik



Biaya 

Tanda Bukti Menerima 
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diisi dengan jumlah biaya penyalinan informasi yang dibayar Pemohon Informasi. 

diisi tanda tangan Pemohon Informasi setelah yang bersangkutan menerima naskah cetak 
atau elektronik informasi yang dimintanya. 



-66-

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 

TANGGAL : 30 Agustus 2022 

Logo 
B�!Jg,silf�JJ-

- . . [N ama P.t.?.m®:w' gJ,.w:,}l_�K_�Jj,}]
- . . [;;i!��t,. g,9.m,su:. .t��f.P..O}}, (%:;,®Jilt email I

' ' 

i i.t-1,·r.b,:-r,wtj..-.-}.; ! 
; ____ i'.l!t;.:.Jc.!IJ!J.·.>,i -�- �l 

SURAT KEPUTUSAN PPm TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN I
INFORMASI 

Nama 
Alamar.. 

IRP:.:g.gJc,:1-_p 21 
No. E�n<l,ti.fturn1·� 

No. Tefp./Email 
Rincian informasi yang 
tlibutuhkan 

INFORMASIYANG DIKECUALIKAN 

��-MeR.lJ.W!l:Q i,lt,f p;;:m?;;.i. : D f?,1.laM 1 7 l].µm.f _ .. ---1lll KIP. ,. ..
4!w.;;.w�AA pada ijt!W�W- n �·

���. - · ··-· &!PJl..l},;l_g��Jn�t,<l,n.�*� 

il?. .. Jt li.w.:.sl�.ll£¼M\ 4.�&: g4}:;.y,ro., di {I.W,/j'>. m�WJJ-!J�,�- l1J!qx;�l1l.,-'?;i. t�X,$,�.b.µ,J g�,:i,i:l,); 
mw.im\:n.4.lfm.t.9A�P.l.w-r.ri)�.i �.?,.g�.J;i.�J.i,\w.t; 

PERMOHONAN rNFORMASI OITOLAI< 

J ika B.�.m9J:tPB !m%m.�i;,i M.tm.rJi,�m@.t�a'---p,t;,,n,q_J,ajsi;ro,);:µ,m�� !?�9:4,Q,�Jl}tQ.tm?J,.$,� 
g,?,:P./�J �J;\HJ.g,a.jµkiµ:).. \gi.p�J�µm. ��.p,�,.J;l;J, �J;,...™.µ PPID, Yi;t,4),!. , 
___________ ........ ��t:�hA:00�� 30 (&,g,8t.-P-1-1JlµJ;i.J \wi t�i:i� 
§aj� !Al=JV.� SUiat Keputusan (q.t.

iJ.�,mp.�:t;) , (t,i;!,.P,ggaj., P.W�.. dan .);.a,��"" 
�.m�f!::I; ¥�ngm,� lW-!W?Ji!�i dan P,9,lp\ro,��t;��; (PPID) 

{ .. . ·- ·--' .. · ·- . . . . .. . . . .  -- . . . . .. . . . . .. . . . . .. .  ,_] 
N arna, J.�]:i,�t.lW & J.�1a.t.W£M 
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Keterangan: 
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan

Informasi Publik.
** 

*** 

**** 

***** 

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 hur.1f a - i

UU KIP
Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan
pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan
informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal clan undang
undangnya).
Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai c!.engan
Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan
Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu
pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.



Logo 

8@vg9fl.ij,q,IJ .. 
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__ . [N ama Jly,µg.w,i\�/ ��fq-t,�.K�Jj �] 
- · · [§i�m(lt, J)�}P,,�J; -t�]f,P,O�. f�4jp)ij_i� email]

r· ----- ---·-------- -- .
l l.! 1 .-r.!Ji:-." -1y�t,::k i 
; ;-,am.-.11-:-· ... , ! 
·-----�- --�-,11.t ... , __ .... ,' 

SURAT KEPUTUSAN PPlD 'I'ENTANG PEN0LAKAN PERM0HONAN 
INFORMASI 

Nam.a 
All.amat 

IB;i,�gl.t,3:F 21 
No. P.�m!�J:1;�,;�-------

No. Telp_/Email 
Rincian informasi yang 
dibutuhkan 

U�FORMASI YAN.G DIKECUALIKAN 

�:N¾XA.. l;;.�-rflAR���.!tl.. g.��� bJ.11.��-- di k'J.m,'.?, �:�1:11)2.la\� !,gf,�.r,3;µp�/�i. �-�-�-F.:.l?�t. 4-si.P.ftJ 
m�-tJi,m.l;Jl?J�w, l.1:.9A!>ft.}W.f,p,i�J �ti.si.gAA .J;i.riik,µt; 

P,e.ASAA 9-�;:l}i,��1, �'WJAAa,t).. l;i,?J�;")::9:: 

PERMOHONA.N !NFORMASI IDITOLAK 

Jika PY!l:!-9-h� !W�lAJi.��� r�P.PJ;At��.w.�.P..�&R1@J-F;�)..ro-tma,r.� f,%9,9��-g.Jqfo.xp;:i_17:�_i 
fl.?,:rF�� m�qg�ii,w:.�}. k�\:1-�;;;.\t.m 1}.91-1�4� �,;i.n PPID, 1�4i1J 
___________ H-a %-�q��isl,P),9,�.4J.Y.JJ. 30 !li.g{l:,f,l.µ}.µ)J,.) l.Ml:f.� t.¥:f.i� 
�iajs �:t)i��� Surat Keputusan i,q.i. 

ff,y��J:l, (t��aj. •. 1;,.i,.w;,.n, dan ,¼b�*"i> 
:g�j;w.�J g�J�.gm� {:gfqp;g.a,�j dan P,_p�P,J,f<.�W.-• (PPID) 

( .. --···- ....... ---- ···-- ·-- ··-- ·-- -- -·--··· --- ---11 
Nama., J,?;P,<.\�W & TAA:r;!�toogM 
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Keterangan: 
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan

Informasi Publik.
** 

7. 

**** 

***** 

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 1 7 hur..1f a - i
UU KIP
Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai Sesuai
dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengar.. pasal

pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan

informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang
undangnya).
Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesua1 c.engan
Pengadilan/ Satuan Kerja yang bersangkutan
Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu

pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

AH AGUNG 
DONESIA, 

> /
. 
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AG-UNG 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

I •-• -• -• -• ••• -•-•-•-• i 

! L!-'(fifu,.r ���;k : 
Logo 

Pc-009,g�r9JJ, 

I ' 

I ,r',t•f�QI.J :�.l ! 

... lN ama Ps!�-�m.lJm/ �,�:,,w�.,Ke_rj�] [._ ___ · -----., - ' · ____ : 
- · · [?.i�w.�t P.PJl),Rf J�]f,p_q� f,aj;�iR email]

PEMBERtTAHUAN TERTULIS 

No. Pendaftaran 

K.ru , 111 �+?..Y&P�P: a.o...P�.t:H. .a �.-&U ., :fA.. 1:d s dar: r 

.Nama . 
. 

Alamat. .
. 

No. Te-]p-/Emrul -
-

• I £ A . . _n, o.:f:1Xl�.l,, . -�PM . � .. �--- w.:. D"l:� rik 
No. Hal-Hal Te:rkait 

Permohooan In:formasi 

:a. Penguasaan Informasi □
Puhhk* □ 

Keterangan 

Tersedia 
Tidal-:: ters.edia, 

diperoleh pada: 

2. 

,:, 
-->. 

4. 

Be-ntuk informasi yang 
terse ilia ... 

Bia:ra ya::ng dibutuhka:11 $(:i< � ... 

\V aktu p-e-nyedi.aan 

□ Softcopy I elektronik
□ Ha:rdr:x:ipy

□ Penyalinan

□ Pengirin1Jan

Jumlah

Hari 

dapat 

Rp 

Rp. 

Rp. 

5. Penj elasan penghi taman/ pengaburan Infonnasi yang dimohon *$($> 

1:tambahka11 kertas hila perlu)
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! k . ;; �x��-�.1 .......... P�ti�t PJ.i. Jir i ��, .:.Aft.A�

□
Informasi yang diminta ti.dak ada di Pengadilan. filL Informasi
yang dinain ta dapat di pe:ro],eh di
ft' .. ilis ri.ka. rrr...enqetarruinya.'1

□
Informasi yang diiminta belum didokumentasikan.

□ I:nformasi yang diminta bellum s.-elesai didokumentasikan ..
'IPenyedliaan infonnasi yang belum selesai didokumentasikan
diliaku.kan dlalru.n i ane:-1 .... ..a 1-v.aktu har.ii"'·1t1, ... 

l))�J.UP;1it-i, l);,in,,gg,aj,, !W).!Ml, dan ta;liq_p.) 
f,fJ��ttJ �-fi.f.Ui�<H� J,:qf.qJ,��-'J, dan :!,l'_p,k,J,.p:s,r,_µt�� (PPID) 

,[ . . . . . . .. . ,  ·-- ............................ ··-......... ] 
Kama, J�pjiw1 & J.�.p.d.a,.t,�n,,gM 

Keterangan 
* Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).

** Biaya penyalinan {fotokopi atau disket) dan/ atau biaya pengiriman (khusus
kurir dan pas) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan. 

*** Ji/ca ada penghitaman infonnasi dalam suatu dokumen, ma/ca diberikan 
alasan penghitamannya. 

**** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan infonnasi yang 
diminta. 



Logo 

8�'.!%ij),i}p. 
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PEMBERIT AHUAN TERTULIS 

Tanz.e-al 
No. Pendaftar.an 

Kam 1 �:tA.�?I.PJS1 i;m., .... t?.mt -� ,;;:,,�u __ a.,r�., i: 

Nama -

.iUamat . 

No. T€f P. / Email .
. 

- AA. •�n,n1-1-.�1 .. ,�.P.q,1;. .. J, �r.
-
r D 

No. Hal-Hal Terrkait Keterangan 
Permoboruu:t Informasi 

1. Penguasaan Informasi □ Tersedia 
Publ!ik,... 

□ Tidak ternedia. 
dipernleh pada: 

') Benir.ul{ informasi yang □ Soicopy/ el,ektrnnik "- ·

tersedia* □ Hardcopy
.... 
j_ Biaya ya.ng dibutuhka:111,-;,; □ Penyahnatt.1

□ Pengrriman

Jumlah

4. \V aktu penyediaan. Hari 

dapat 

Rp 

R;p. 

R.P·

5. Penjelasan penghitrunan/pengaiburan Infor-masi yang d:irnohon,-..1,-:Q,
(tambahka:n kertas bila perlu]
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D I fl -� P.�.s._;1,_ .... � ... ' ... ,<'�;P.K. _ J .,�r. �- .!-Nt;>:,µ� t Dl� jJ;: k 

□
Ilnlformasi dimmta tidak ada di Pengadil.an 

-

Informasi yang illL 

yang ditnm ta dapat di pe-:roJleh di 
jtu.as ,rika mengetahuinya1 

□
b'lformasi yang dlimin ta. belum didokumen tasikan_

□ [-nformasi yang dminta belum selesai didokumentasir-.an.
Penyed!iaan informas.i yang belum selesai clidokumentasi1r. .. an
dilakukan dlalam j angl--..a waktu _ harii<ld<�

m�wt1:�J:-L I];,��� �}l,�.,, clan t�.µ_µ:1 
P-�iiJP.aJ f.ft_Q;gmQ.k !,:qfQi-�J dan :p:9_\Q,,.m,�,��i (PPID)

·(-- ··----··-··-· ····-. -------- ----·- ............. ) 
N ama, J�P,�W}. & JAA.d,%�g_AA 

Keterangan 
* Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).
** Biaya per__yalinan (fotokop i atau disket) dan/ atau biaya pengiriman (khusus 

kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan. 
*** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan 

alasan penghitamannya. 
**** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi 

yang diminta.. 

MAHKAMAH AGUNG 

NESIA, 



Logo 
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LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

I
------------------••,., 

_ . . i l!1f'il.Jh.r,l!.'�t-l},� ! 
- - . [Na.ma f;.yP.g,wD,,�/ §,.fl.JHM,J(f,JJ,f;I-J i e,-r,,-11-,..t,,''->H : 
__ . r a 1,..,m:;, +. uq11i, q.r t�-� .. n_,..,n. £= 1,..,;mili. emafrJ · · · -·--- ·- --- · · ..... : u .. t·,.n_:"t.:ir,,.}-.1:; • • ., .• ) y'l .. ✓ •  r,1 liJ1.r.-'(...,:. -����� ... -

r--...... -........ -.�------, 
. ' 

Logo 

8�QQ.ii()�. 

- , . . : l.�•;r:br:." w�>&t:,� : 

... [Nama ��.;i1W®�1 �l'l-W�}.J:\f,}J-i:J,] ; i'J1mr,.,·'-J_�- ! 
- -- [?,JJ�-ml'l-tc g,9m,9-;;. -te.:t1lv..q�, :f.a);-:_:; �.,llj, emarrr -·-·- ·- · -· -· -·-· ·:
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Untuk biaya penyalinan informasi 

(tempat), (tanggal, bulan tahun) 

(Pctugas Informasi) 
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LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

Logo ... [Nfilua f�,µ.,g�.\�/�.?iW1U,J�.�-rj4] 
- · . [�1,a,mi+t r.i,nmq_r J�_lf.pq�, �¾�i�jl_i" email]

te.'r:riJr "-Ji.!-"'!� 

f:,1<fl)j,',J}'l)i1,"l!, 

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI 

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan

f diisi oleh petugasJ 
Nomor Pendaftaran
Permohon.an 
Informasi 
Tujuan Pengg:unaan 
Informasi 
IdenHtas Pe.mohon 
Nama 

Alam.at 

iPekerj aa.11 
Norn.or telepon 
Identiitas Kuasa Pemoho11li 

t\,ama 
Ala.m.at 

Nomor telepon 

B. ALASAN KEBE:RATAN**

,_____, 

,____, 

,____, 

,_____, 

a. Permohonan inform.as.a clitolak.
b. Informasi berkala tidak d!isediakan.
c. Permin.taan mfo.rmasi tid!ak ditanggapi.
d. Permintaan iniormasi di t�.n.ggapi tidak se-bagaimana

yang di!11lin ta.
e. Pem1intaan :iinformasi tidlak dipenuhi.

1-----1 t:. Biaya yang dil::e-a1akan tidiak wajar. 
g. I;r.iformasi yang rus.ampaikan rnelehihijangka wak.tu yang

d�1Lentukan.
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D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATASKEBERATAN AKAN DIBERIKAN (.r/j_(�J
oteh. P,f,P/.!J9./!F
[t�n-gg¢.1, fu�wJ, 1�.iih\-l.Pl -

P._t_m_j� �.p_�_r.�tAA w.i.,§m�?: §�J-P.��AA< ��.P,�.;i,W):}i¥Ji: dan ta,tJ.gg!;ip,a.tµ,i.y.� MY.� 
���Rt�� �00-J:�. �P-0itJ. 

Petugas Infonnasi,. 

(P.enerima Kebe'!'atan) 

f � 
Nruna & Tanda Tang.an 

Peng;a.ju Keberatan� 
Pem.ohon Infonmasi 

{ _______ ;1 
Na.ma & Ta:nda 'I angan 

Keterangan 
* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan

** 
melampirkan Surat Kuasa.
Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai
dengan alasan keberatan yang diajukan.

*** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.



Logo 

B�1Jg,j;k<JiJ<lt1-
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... (.N ama P.f.R�l�/ §,�J,R�-�-�,rj a.] 
· - · [W,�eyt .g.9_m.9_r -t�.Ljlp,i�n,� �aj;!}µ.p,.jl} email]

te:·.rr:t,.u a...:li.!'-i: 

(4"!�t.,.:?�' .;..!!, 

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORl'YlASI 

E. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Reg;istrasi Keberatan
( diisi 01.eh petugas) 
Noni.or Pendaftaran 
Perm.obonain 
Informasi 
Tajuan Peoggunaiao 
Informasi 
Identi:tas Pemohon 
-::-;arna 

Alan1ar.. 

Pekerjaan 
.:\:omor telepon 
IdeoHtas Kuasa Pemohon� 
:\'am.a 
A1runat 

. -om.or telepon 

F. ALASAN KEBERATAN�

1------1 

1------1 

1------1 

a. Permohonan informasi clitolak.
b. Informasi berkala tidak dlisediakan.
c. Pem1intaan iinfo!"masi tidak di tanggapi.
d. Permintaan ii-lfomia.si d!itanggapi tidak sebagaimana

y-a.ng dimi.n ta_
1------1 

,e. Permintaan :iinformasi tid!ak dipenuhi. 
f. Biaya yang d!ikenakan tid!ak T.:;;ajar.

1------1 

g. 111.formasi yang disampaikan mele-bihi jangka wak.tu yang
ditentuJ..c..an
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H. HA.ru/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN UIBERIKAN ,:g)i�j
oleh P.f.m!Jfi.fl,j:

lt.�n,&g_fil] [1.],iµJ�}, [t�µn] -

I 
J.;)_r,,;q;i)t�P.t t,�µ-�_�a:r,91-_q mi,.§��� ��;tJP.-?4.i�r;\P.., �W�-P-�4mt,}ey� dan t.�lJgg_?U?.:it:!-P,Y.!;1, ��r?L 
:SW�.R.t�l f'fr,tji,w�. t-,9\�ij;_. 

Petugas Iafo:rmasi,. 
(Penerima Kebernta.n) 

( ' 
Na.ma & Tanda Tangan 

Pengaju KeberatanJ 

Pemohon Informasi 

,._ ______ ;i 
Na.ma & Ta.11da 'I anga.n 

Keterangan 
* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan

** 

melampirkan Surat Kuasa.
Sesuai dengan Pas al 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai

dengan alasan keberatan yang diajukan.
*** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.

"'�,..,....... H AG UNG 
NESIA, 



No. Tgl 

Logo 

Pengadila.n 

Nama Alrunat 

... [Na.ma PengadHan/ Satuan Kerja] 

... [alamat, nomor telepon, faksimiH, email] 
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LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 

TANGGAL : 30 Agustus 2022 

BUKU REGISTER KEBERATAN 
Pe.riode: Januari - Desember ... (diisi dengan tahunJ 

Putusan Hari/Tangg;tl Na.ma 
Jnformasi Tujuan Afasan Penga,juan Ke b-eratan K.eputu.san Pemberian dan Keputusan Peni;ad:ilan

Nomor 
Pekerjaan 

No. Pen• 
Pf'nf�1naan (Pasal 35 ayat (1) UU KJP) Atasan 'ranggapan Jabatan Has.il atas 

Kontak daftaran yang 
Gugatan 

diminta Informasi PPlD atais Atasan Mediasi. Sen�eta 
Keberatan PPID 

a" b* c* d* e* 'f" g:" Inforrnasi 



KETERANGAN: 

Nomor 

Tgl 
Nama 

Alamat 

Nomor Kontak 

Pekerjaan 
No. Pendaftaran 

Informasi yang diminta 
Tujuan Penggunaan Informasi 

Alasan Pengajuan Keberatan 
(Pasal 35 ayat (1) UU KIP) 

Keputusan Atasan PPID 
Hari/Tanggal Pemberian 

Tanggapan atas Keberatan 
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diisi dengan nomor pendaftaran pengajuan keberatan. 
diisi dengan tanggal pengajuan keberatan. 
diisi dengan nama Pemohon Informasi. 
diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi. 
diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/ Jaksimili/ telepon seluler I email Pemohon 
Informasi. 
diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi. 
diisi dengan nomor pendaftaran permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena 
alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, lcolom ini tidak perlu diisi 
diisi dengan detail informasi yang diminta. 
diisi dengan tujuan/ alasan permohonan dan penggunaan atas informasi yang diminta 
diisi dengan memberikan tanda (✓} sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan 
keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP: 
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 UU KIP.
b. Tidak disediakannya informasi berkala.
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta.
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
f Pengenaan biaya yang tidak wajar. 
g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.
dusi dengan tanggal dan isi keputusan yuny Lliwnbil oleh Atasan PPID. 
diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan. 



Nama dan Jabatan Atasan PPID 

Keputu.san Hasil Mediasi 

Putu.san Pengadilan Atas 

Gugatan Sengketa Informasi 
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diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku atasan PPID pada 
pengadilan atau satuan kerja. 
diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi atas sengketa infonnasi apabila 
Pemohon menolak keputusan Atasan PPID. 
diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informasi. 

H AGUNG 
ONESIA, 

� ./ 
-"\J 



Logo 

B.eooac;Jrl�l1-

LAMPIRAN X: 
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KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

. . . lN ama P.�.P.M4il.?P-/ �-�J.HAA.J.,;;,erja,] 
I telr:t"<H 1p�iJIJ'-!i-.

I f;•:�:;./W! 
-·. [���?J-t fJ,Ql,9,9� -!�lj':P,Q.n. [<1;\-;iJ,iJ�•jJ:.i., email]

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN 

Yang P-ymtJ.'4A t}WW.R di P.-?--1,-v,a.µ h),i: 
:Jama 
J.si.!P.�t�} ____________ ..... , ➔�w1

t).;a,�.?;P, PPID di _______ *"" 

$.�1'�,,;1,.b..m�.tAP,1:/-S:{\ da11 m�m,pe,r.t},m,l;i�.aJ].,flt�1YAt#.�t1-.�-P�T?-,t1N,;\-aj�-��P�Y�
yang �),\l1:�, oleh: 

�ama 
��t-�_rj-W-t:;. 
Alam.at 
:\io - Rj:;gi.;,.tt?� 
!}.�P.-���tAA 
��
t�.t;te,�{l,tAA 

Dan m�m00-i9,� !J.�.;;J.! uji l59.µ�e)!;9-�9,s�.i. yang .tjJlM-ll� oleh _____ 'k'kv.* 

§.�� PPID [.[lµp.y.g._ 4iW.r,:$..f.!J(�N, lW9!:JiJq. .§��_;:;i'.)l.mn,y� PPID :,i�e)fJ.}f,1,jlgxP,. uji 
f;;9�t}�f.t;.p.,sj -!e_..-j:14f},W?, p.p·J11,q-1-9r,p,v- ir,i.Jo.WJ,q.;lil · 

Dan �m.ls iftJim�+1�-ff'-�T-Ml;wi)5,e,p_�,d,l}. .. ______ "*"" §WM}}. PPID �j,µ_l('= 

�i;i;iwJ�ijkla.m!'l,�t,�x� __ 4N:i 

�-�Jaj::;µ, 
.,_4.t��w:i,, PPm 

Jtd,. 
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Keterangan: 
* Diisi dengan nomor tanggapan keberatan.
** Diisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/ satuan kerja 

*** 

**** 

tersebut. Contoh: Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. 
Diisi dengan nama pengadilan/ satuan kerja terse but. Contoh: PN 
Surabaya. 
Diisi dengan jabatan PPID. Contoh: Panitera/ Sekretaris PN 
Surabaya. 

***** Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan 
oleh Pemohon. 

****** Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID 
untuk melaksanakan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang 
disarnpaikan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan salinan 
inforrnasi yang diminta Pernohon, atau rnengembalikan keleb:.han 
biaya perolehan informasi yang sudah dibayar oleh Pe:nohon 
(apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan informasi), 
dst. 
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. . . [N ama P.����/ .§�JiHM.kCm:i�J 

li:'W&f.f 1,:,;;i.1,ii. 

9'!j!J_,.:_��t•sj1 !· 
Logo 

f?-�.[l!l9'Ji'l�Q. · - . [§J�m(:J.t,,. P..R�W:r -t�l�gq_:n,, t¾��jl,i" email]

TANGGAPAN" ATAS KEBERATAN 

Yang 9,�m-V,�A t,�g�_. di P, . .;i,.}:o;� int 
N.runa 
,J.,a,,p_�t�J ______________ *x, im�J.. 

A,�W,,PPID di ________ *wSI: 

��t�®- .i;�AHP;OO S:.-? dan m�mBe,rt-i.ro.µM�- .p.w,l:,;J;ta,�,. t.�-�-�,r.�t,�� ��:q��pn.y..a.. 
yang g�iJ,�AA, oleh: 

N.runa 
De 1<P:t:'1 R � n �·,.., �'t.-""1..- \It-�✓ 
All.arn1.ali. 

No. !\�§i..,b;�i., 
��R-�fAt� 
#-�§™1. 
s-,�-1:utm,trui 

Dan W,�VAW-.9-? twt�,i! uji !5_9,r,i,�ft,}fµ,fJ1:.�i. yang .gJ..l�iJq=i;r.:� oleh ______ -s,i,-.,.* 

§-hll, PPID '(/,i.r;{]2,.Y-Q'. J/}oor.J.J:.�'::rJf�n -�i;d,Jg._ §..t;.�t;_'t),�_ITTP,,YFJ;. PPID !l)/;).q._lf)#f,�]!,, uji
�9,r�-�;gA�n--�i .t�r,'oo4.@.,. P.f>!lJJ.9h9lN '3- f1;iffimw:.:u1 -

Dan µpJ.µ,� i�M-m½m�-r.4i,4J.At�J�.,;ini:,.,r.\@L. _______ "'*-kf< ➔,ey�aj;..,;, PPID 9-rJ,n�.t'= 

��001-::.l�p-�m��- __ P.N-i 

.$.��/ 
,'.\.t.9\-�Afb PPliD 

Ji:,tg._ 
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Keterangan: 
* Diisi dengan nomor tanggapan keberatan.
** Diisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/ satuan kerja 

*** 

**** 

tersebut. Contoh: Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. 
Diisi dengan nama pengadilan/ satuan kerja terse but. Contoh: PN 
Surabaya. 
Diisi dengan jabatan PPID. Contoh: Panitera/Sekretaris PN 

Surabaya. 
***** Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan 

oleh Pemohon. 
****** Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID 

untuk melaksanakan tanggapan Atasan PPID atas keberatar:. yang 
disampaikan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan salinan 

informasi yang diminta Pemohon, atau mengembalikan kelebihan 
biaya perolehan informasi yang sudah dibayar oleh Pemohor:. 
(apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan inform�si), 
dst. 

AGUNG 
NESIA, 



+i

Logo 

Pengadilari 

-87-

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSJ 

NOMOR... Tl\.HUN ... 

Pada hari ini, ..................... tanggaL ........ bulan.., .......... tahun ............ bertempat di. teJah dilakukan Pengujian 

Konsekuensi terhadap lnformasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: 

mrnrmas1 

(berisi informasi 

terten tu ,rang 
ux.u 

' 

dfkecualikan) 

uasar HuKum K..onseKuens1/ t·ernm oangan tlag1 tJ UbHK 

Pengecualian (berisi uraian konsekuensijpertimbangannya) 

Informasi Dibuka Ditutu p 

JangKa waKtu 

(disebutkan jangka waktunya} 
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Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh: 

Nama Jabatan Unit Kerja TTD 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian. 

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) 
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentaai (PPID) 

( . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
Nam.a, Jabatan & Tandatangan 
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LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

Logo 
Pengadilan 

KEPUTUSAN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

(Ditulis Nama Pengadilan) 

NOMOR .... TAHUN .... 

TENTANG 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

MENIMBANG a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka

dan dapat diakses oleh setiap Pengguna

Informasi Publik.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan

bersifat ketat dan terbatas.

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap

Pemohon Informasi Publik badan publik

wajib membuat pertimbangan tertulis atas

setiap ke bij akan yang diam bil.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c maka perlu

menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi tentang

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan



MENGINGAT 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung se bagaimana telah be berapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor .......... Tahun 



MENETAPKAN 

KESATU 

KEDUA 
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KLASIFIKASI 
DIKECUALIKAN. 

INFORMASI YANG 

Informasi sebagaimana disebutkan pada 

lampiran ...... ini merupakan Informasi yang 

Dikecualikan. 

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor .... 

Tahun ........ yang tercantum dalam lampiran 

............. merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Penetapan ini. 

(Tern pat), (tanggal, bulan, dan tahun) 
Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) 

( ............................................... ) 
Nama, Jabatan & Tandatangan 

H AGUNG 7 R ffilL,w--'� NESIA, 

�:� 
... - -. 



Logo 

Pengadilan 
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LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

LEM BAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALJKAN 

NOMOR ............ TAHUN 

Pada hari ini, ..................... tanggal... ....... bulan ............ tahun ............ bertempat di. .......................... telah dilakukan Pengubahan 

Klasifikasi terhadap Informasi yang Oikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: 

Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu 
yang Pengecualian {berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) (disebutkan jangka 

Dikecualikan waktunya) 

Semula Pengubahan Pertimbangan Sebelumnya Pertimbangan 
Pengubahan 

Dibuka Ditutup Ditutup 
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Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi lnformasi yang DikecuaJikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan 

oleh: 

Nama Jabatan Unit Kerja TTD 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi lnformasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian. 

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) 
.,ejabat Pengelola Iruormasi dan Dokumentasi (PPID) 

( ............................................... ) 
Nam.a, Jabatan & Tandatangan 



-94-

LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

Logo 
Pengadilan 

KEPUTUSAN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

(Ditulis Nama Pengadilan) 

NOMOR. ... TAHUN .... 

TENTANG 

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR. ....... TAHUN .......... TENTANG 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat

diakses oleh setiap Penggunan Informasi Publik.

b. bahwa lnformasi Publik yang Dikecualikar bersifat

ketat dan terbatas.

c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan

berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola bformasi

dan Dokumentasi N omor ... Tahun ............ , dasar 

hukum atas dike-cualikannya informasi tertentu 

perludilakukan pengubahan. 

d. bahwa berdasarkan pertimbang&.n 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 

huruf c maka perlu ditetapkanPenetapan 

Pengubahan Klasifikasi 

Dikecualikan. 

Informasiyang 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3



MEMPERHATIKAN 
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Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik di Pengadilan;

1. Penetapan PPID Nomor ... Tahun ... tentang 
Pengeculian Informasi.. ...... . 

2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ...

3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Norn or ...

Tahun ...



MENETAPKAN 

KESATU 

KED UA 
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MEMUTUSKAN 

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR ... 

TAHUN... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN 

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiranini 

merupakan Informasi yang Dikecualikan. 

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan 

Klasifikasi formasi yang Dikecualikan Nomor ... Tahun 

yang tercantum dalam Lampiran ... merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Penetapan ini. 

Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) 

Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) 

( .... .. ................................ ......... )

Nama, Jabatan & Tandatangan 

hv.:i1k���H:A'.�H AGUNG 

NESIA, 

,.. . ../ 
-v 



Logo 

Pengadilan 

.. , [Nama Pengadilan/Satuan Kerjaj 

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email} 
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LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 

TANGGAL : 30 Agustus 2022 

LAPORAN TAHUNAN P
E

LAYANAN INFORMASI 
Pe.riode: Januari - Desember ... [dilsi denga.n tahunJ 

A. RINGKASAN LAPORAN

ldilsi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila dlperlukan] 

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI
1. Sarana dan Prasarana

ldilsi dengan deskripsi naratif, t:ermasuk angka apabila diperlukan] 
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2. Su.mber Daya Manusia

ldiisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan] 

3. Anggaran

(diisi dengan deskripsi naratif, tcrmasuk angka apabila diperlukan] 

C. DATA PELAYANAN INFORMASI
Jenis Informasi Jumlah Waktu Rata- Jumlah Permohonan 

Permohonan Rata yang Dikabulkan 
* Pelayanan ** Sepenuhnya Sebagian

Perkara & Putusan 
Kepegawaian 
Pengawasan & 
Pendisiplinan 
Anggaran & Aset 
Lainnya 
Total"""** 

Jumlah Alasan Permohonan yang Ditolak:"'0 

Permohonan 
yang Ditolak Rahasia Belum Lainnya 

Dikuasai/ Selesai 
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* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan
Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi
yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon Uika informasi diberikan) atau
pemberitahuan tentang penolakan permohonan ijika informasi ditolak)

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta terkasuk kategori informasi rahasia, atau
informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (mlsal masih diketik), atau 
alasan lain. 

**** Jumlah total dari masing•masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

J enis Informasi Jumlah Tanggapan Atasan PPID Penyelesaian Hasil Media.si di Status Putusan Komisi lnformasi..,..**"
Permohonan atas Penolakan"* Sengketa ke Komisi 
Keberatan* Komisi Informasi**** 

Menerima Menolak Informasi**" Berhasil Gaga! Menguatkan Menguatkan 
Pengadilan Pemohon 

Informasi 
Perkara & Putusan 
Kepegawaian 
Pengawasan & 
Pendisiplinan 
Anggaran & Aset 
Lainnya 
Total"***"' 

* Diisi dengan jumlah Perno hon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID
** Dilsi dengan jurnlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menola.k permohonan keberatan Pemohon informasi
**"

*****

Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan pengelesaian sengketa ke
Komisi Informasi
Diisi dengan jumlah proses mediasi di Kornisi Informasi yang berhasil mencapai kesepa.katan dan yang gagal
Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon
Informasi.

******Jurnlah total dari masing•rna.sing kolom.
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E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELA YANAN INFORMASI

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila dlperlukan] 

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LAN.ruT PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

ldiisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila dlperlukanj 
Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) 

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPlD) 

( ............................................... ) 
Nama, Jabatan & Tandatangan 

Di tetapkan di Jakarta 
Pada tanggaJ ... 2022 

LA.�cl¥1.t-\.H A CH JN G 

. NESIA, 



Logo 

Pengadilan 
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LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 

TANGGAL : 30 Agustus 2022 

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Dewan 

Pertimbangan 
Atasan PPID 

I 

PPID 

Petugas Layanan 

lnfoll'l"lasi 

I
PPID Pelaksana I 

I 

�""J'l.,LJ AGUNG 
NESIA, 

. ../ 
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LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2-144 /KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL 30 Agustus 2022 

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Logo 

Pengadilan 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
............ (Diisi Nam.a Pengadilan) 

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN I!NFORMASI PUBLIK 

SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) 
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . .  ' . . . " .) 
Napla, Jabatan & Tandatangan 

H AGUNG 
NESIA, 

./




